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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Analisis Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil 

Istiqomah Tulungagung Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Nomor 11 Tahun 2017” ini ditulis oleh Finda Fatikasari, NIM. 

17401153337, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, 

dibimbing oleh Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.S.I.  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidaktahuan pihak BMT 

Istiqomah Tulungagung tentang praktik murabahah yang dituliskan dalam 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017.  

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui adanya sebagian 

karyawan BMT Istiqomah Tulungagung yang belum mengetahui tentang isi dari 

peraturan tersebut. Sehingga, jika sebagian pihak BMT Istiqomah Tulungagung 

tidak mengetahui isi dari peraturan tersebut ditakutkan akan terjadi 

penyalahgunaan dalam pemakaian akad murabahah dan akibatnya akan 

merugikan salah satu pihak. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu: (1) 

Untuk mengetahui isi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur 

mengenai murabahah dalam Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah  Nomor 11 Tahun 2017. (2) Untuk menganalisis sistem penerapan 

murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung. (3) Untuk menganalisis kesesuaian 

pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah yang di tetapkan oleh peraturan 

kementerian koperasi dan usaha kecil menengah  nomor 11 tahun 2017 di BMT 

Istiqomah Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer maupun sekunder. Yang mana data ini diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Berdasarkan regulasi yang 

dituliskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 

11 Tahun 2017 Bab I pasal 1 ayat 48 menegaskan bahwa murabahah merupakan 

akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang 

disepakati. Akan tetapi, peraturan tersebut masih terdengar asing oleh sebagian 

pihak karyawan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah. Dengan asingnya pihak internal sendiri mengenai regulasi ini, maka 

dimungkinkan masyarakat umum cenderung lebih tidak mengetahui tentang 

adanya murabahah dan regulasi yang ada. (2) Sistem penerapan murabahah di 

BMT Istiqomah Tulungagung, dimana pihak BMT menerapkan dua macam 

sistem pemakaian akad murabahah yaitu murabahah dengan pesanan dan 

murabahah dengan akad wakalah. (3) Kesesuaian praktik pembiayaan dengan 

akad murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung yang telah dilakukan sudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  Nomor 11 

Tahun 2017. Dimana pihak pembeli (anggota) juga telah mengetahui keuntungan 

yang di ambil oleh BMT dalam menggunakan akad murabahah.  
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ABSTRACT 

Thesis with the title "Analysis of Murabaha in Istiqomah Baitul Maal Wat 

Tamwil Tulungagung Based on Regulation of the Minister of Cooperatives and 

Small and Medium Enterprises Number 11 Year 2017" was written by Finda 

Fatikasari, NIM. 17401153337, Faculty of Islamic Economics and Business, 

Department of Islamic Banking, supervised by Dr. Syafrudin Arif Marah 

Manunggal, M.S.I. 

This research is motivated by the ignorance of Istiqomah Tulungagung 

BMT regarding murabaha practices written in the Minister of Cooperatives and 

Small and Medium Enterprises Regulation No. 11 of 2017. In addition, this study 

was also conducted to find out the existence of some Istiqomah Tulungagung BMT 

employees who did not yet know about the contents of the regulation. So, if some 

BMT Istiqomah Tulungagung parties do not know the contents of the regulation, it 

is feared that misuse will occur in the use of murabahah contracts and the 

consequences will be detrimental to either party. The purpose of this thesis 

research are: (1) To find out the contents of the regulations set by the government 

governing murabaha in the Ministry of Cooperatives and Small and Medium 

Enterprises Regulation No. 11 of 2017. (2) To analyze the system of applying 

murabaha in Istiqomah Tulungagung BMT. (3) To analyze the appropriateness of 

the implementation of financing with the murabaha contract determined by the 

regulations of the ministry of cooperatives and small and medium businesses 

number 11 of 2017 in BMT Istiqomah Tulungagung. This study uses a qualitative 

approach to the type of descriptive research. The data used in this study are 

primary and secondary data. Which is this data obtained from observations, 

interviews, and documentation.  

The results of this study found that: (1) Based on the regulations written in 

the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises 

Number 11 Year 2017 Chapter I article 1 paragraph 48 confirms that murabaha 

is a sale and purchase agreement of an item by confirming its purchase price to 

buyers and buyers pay the price more as an agreed profit. However, these 

regulations still sound familiar to some employees. This is due to the lack of 

socialization carried out by the government. This is due to the lack of 

socialization carried out by the government. With the foreign parties own internal 

regulations regarding this, it is possible the general public tends to be less aware 

of the existence of murabaha and existing regulations. (2) The system of applying 

murabahah in BMT Istiqomah Tulungagung, where BMT applies two kinds of 

systems for using murabahah, namely murabahah by order and murabahah by 

wakalah contract. (3) Conformity of financing practices with murabahah 

contracts at BMT Istiqomah Tulungagung which has been done is in accordance 

with Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation No. 

11 of 2017. Where buyers (members) also know the benefits taken by BMT in 

using murabahah contracts . 
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